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PUTUSAN

Nomor 1022/Pdt.G/2021/PA. Smd.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan
putusan perkara Cerai Gugat, antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 13 Mei 1986, agama Islam,
pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Samarinda, Provinsi
Kalimantan Timur, dalam hal ini menguasakan dan memilih
kediaman hukum ( domicilie ) pada kantor Kuasanya tersebut
di bawah ini, dengan memberi kuasa kepada:

KUASA HUKUM 1

KUASA HUKUM 2

KUASA HUKUM 3

KUASA HUKUM 4

KUASA HUKUM 5

Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum pada “PKBH

AN

PERADI Samarinda” (Pusat Kajian dan Bantuan
Hukum)beralamat di JI. Letjend Soeprapto No. 9 (Komp. Ruko
Century), Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur,
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2021,
selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan
Tergugat, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 06 Januari 1972, agama Islam,
pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas, tempat kediaman dahulu Kota Samarinda, saat Ini
tidak diketahui lagi Keberadaannya baik di Wilayah Indonesia
Maupun Luar Negeri, sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Juni 2021 telah

mengajukan Gugatan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilail
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Agama Samarinda, dengan Nomor 1022/Pdt.G/2021/PA.Smd, tanggal 29 Juni

2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah
pada tanggal 04 Desember 2008, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota
Samarinda dan tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 902/15/XI1/2008
tanggal 04 Desember 2008 M / 06 Zulhijjah 1429 H;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menetap di
Kecamatan Samarinda Seberang;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum
dikarunai anak;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan
Tergugat berjalan rukun dan damai apabila ada perselisihan dan
pertengkaran dianggap sebagai ujian dalam membina hubungan rumah
tangga yang Sakinah, Mawadah dan Warohmalbh;

5. Bahwa untuk membantu ekonomi yang tidak menentu pemasukannya kala
itu Penggugat berinisiatif untuk bekerja sebagai Manager Marketing di Hotel,
Penggugat lebih dahulu mendapatkan restu serta izin dari Tergugat;

6. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang
Harmonis kala itu mulai ada perselisihan terjadi pada tahun 2009 atau + 1
tahun pernikahan mulai terjadi percekcokan dan pertengkaran yang terjadi
secara terus menerus namun Penggugat sebagai isteri selalu berusaha
sabar dan berusaha meredam pertikaian yang terjadi dalam rumah
tangganya;

7. Bahwa adapun faktor utama dari timbulnya keretakan kehidupan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat di sebabkan Tergugat menuduh Penggugat
menjalin hubungan asmara dengan orang lain hal ini didasarkan karena
Penggugat bekerja sebagai Manager di Hotel namun akan tuduhan
tersebut disangkal oleh Penggugat dan tidak pernah terbukti
kebenarannya sampai saat ini;

8. Bahwa selama + 5 (lima) tahun rumah tangga antara Penggugat dan
Tergugat selalu diwarnai dengan percekcokan dan pertengkaran yang sering
terjadi, hingga pada tahun 2014 Tergugat memilih pergi dari kediaman/
tempat tinggal mereka, bahkan + 7 (tujuh) tajun ini Tergugat tidak diketahui
dimana keberadannya, Penggugat juga telah menghubungi keluarga
Tergugat namun tidak mendapatkan kejelasan dimana keberadaan Tergugat

saat ini, oleh karenannya guna mendapatkan kepastian hukum Penggugazt
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Samarinda agar Pernikahan Penggugat dan Tergugat dapat diputus cerai.
Hal ini berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 1975 pasal 19 Perceraian dapat terjadi karena alasan-alsan, salah
satunya huruf b yang berbunyi, salah satu pihak meninggalkan pihak lain
selam 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan
yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

9. Bahwa dengan keberadaan rumah tangga yang demikian itu, Penggugat,
merasa sudah sangatlah sulit untuk dapat mempertahankan rumah tangga
yang harmonis dengan Termohon, dimana atas segala kejadian
sebagaimana yang Pemohon uraikan tersebut diatas menurut hemat
Pemohon untuk mewujudkan kembali kehidupan rumah tangga yang
Sakinah, Mawaddah dan Warahmah dengan Termohon seperti maksud dari
Tujuan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU No. 1
Tahun 1974 yang menyatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin
antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami a€“ istri
dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa , sudah tidak ditemukan
lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada

Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan putusan yang amarnya

sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Tergugat terhadap Penggugat
Penggugat (Alm);

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan dan setelah
dipanggil secara resmi dan patut Penggugat didampingi kuasa hukumnya
datang menghadap di muka sidang, tetapi Tergugat meskipun telah dipanggil
dua kali melalui Lembaga Penyiaran Publik RRI Samarinda oleh Jurusita

Pengadilan Agama Samarinda tidak datang dan pula tidak menyuruh orang lain

untuk datang menghadap sidang sebagai wakilnya, dan tidak ternyata tidak

hadirnya itu disebabkan alasan yang sah menurut hukum;
Bahwa, oleh karena Tergugat tidak datang menghadap persidangan

usaha perdamaian tidak dapat dilaksanakan dan Majelis Hakim tidak dap%t
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memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh usaha
perdamaian melalui proses mediasi;

Bahwa, dalam keadaan sidang tertutup untuk umum selanjutnya
dibacakan surat gugatan Penggugat, dan dinyatakan olehnya dalil-dalil
gugatannya tersebut tetap dipertahankannya;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak datang di persidangan baik secara
pribadi ataupun melalui wakilnya, dan/atau tidak menyampaikan jawaban
terhadap gugatan Penggugat tidak berarti gugatan Penggugat dinyatakan telah
terbukti, oleh karena perkara bersangkutan adalah mengenai perdata tertentu
(sengketa rumah tangga) dinyatakan terbukti apabila telah terbukti secara
materiil, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 902/15/XI1/2008 tanggal 04
Desember 2008, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda
Seberang, Kota Samarinda, (bukti P.1) dan Fotokopi Kartu Keluarga
N0.6472021807110017, Tanggal 05-04-2021, nama kepala keluarga H. YUDHI
HENDRA serta Kartu Tanda Penduduk atas nama Mardiana, (bukti P.3), fotokopi
alat bukti tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta di-nazegelen

A. Saksi:
1. Saksi bernama Saksi 1, umur 30 tahun, agama Islam,

pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Samarinda, di bawah sumpahnya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
teman Penggugat sejak tahun 2011;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri menikah pada tahun 2008
di Kota Samarinda, berumah tangga tinggal di Jalan Bung Tomo
Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membina rumah
tangga awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2014 atau
setahun setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat
sering bertengkar dan berselisih paham yang penyebabnya Tergugat
menuduh Penggugat berhubungan istimewa dengan laki-laki lain;

- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014
hingga sekarang Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman
bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak
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- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pernah
dirukunkan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi bernama Saksi 2, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta,
tempat kediaman di Kota Samarinda, di bawah sumpahnya menerangkan
sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu
Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri menikah pada tahun 2008 di
Kota Samarinda, berumah tangga tinggal di Jalan Bung Tomo Kota
Samarinda;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan
harmonis, tetapi sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat
sering bertengkar dan berselisih paham;

- Bahwa penyebab mereka sering bertengkar adalah karena Tergugat
menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;

- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 hingga
sekarang Tergugat tanpa pamit pergi meninggalkan rumah kediaman
bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah
kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan
Tergugat tetapi tidak berhasi;

Bahwa, Penggugat mencukupkan pembuktinya dan menyatakan tidak
mengajukan apapun lagi di persidangan, selanjutnya penggugat secara lisan
menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon
putusan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala hal
sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap

tercantum dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi
dan patut tidak datang menghadap di muka sidang, dan pula tidak menyuruh
orang lain untuk datang menghadap sidang sebagai wakilnya, serta tidak
ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat membangkang

(ta'azuz) terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat

IhAavalamnAain Aan HAAL maAlainiian lhailaima maalia AaAamiiAl lrAatAanbiianm NDAamal 140 AviAd /
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R.Bg Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut harus dinyatakan

tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih

pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz Il
halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut:

il bl sle ans sl soles 5l smin jjas 0L

Artinya : Apabila dia enggan atau bersembunyi atau memang dia ghaib, boleh

perkara itu diputus dengan bukti-bukti ( persaksian );

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadirnya pihak tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim
membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat
mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah
yang merupakan bukti autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan
aslinya dan di-nazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan tentang perkawinan
Penggugat dan Tergugat pada tanggal 04 Desember 2008, di hadapan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota
Samarinda, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil
serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi Saksi 1 dan Saksi 2, datang menghadap
sidang, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal
sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Saksi 1 dan Saksi 2, tentang
dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar
sendiri/dialami sendiri, dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh
Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat
materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., keterangan saksi-saksi
tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yaitu para saksi
melihat Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sejak tahun 2009
sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat
bertengkar dan berselisih paham disebabkan karena Tergugat menuduh
Penggugat menjalin hubungan asmara dengan orang lain dan sejak bulan tahun

2014 hingga sekarang Tergugat tanpa pamit pergi meninggalkan rumag
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pasangan suami istri yang sah, oleh karena itu keterangan dua orang saksi

tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-ssaksi
yang diajukan oleh Penggugat dengan memperhatikan hubungan satusama
lain dan dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim
telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah 04
Desember 2008, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai anak;

- Bahwa sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, penyebabnya
karena Tergugat Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara
dengan orang lain dan sejak tahun 2014 hingga sekarang Tergugat tanpa
pamit pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sejak pergi hingga
sekarang tidak diketahui alamatnya;

- Bahwa pihak keluarga sudah mendamikan Penggugat dan Tergugat tetapi
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka
Majelis Hakim menilai bahwa alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh
Penggugat secara yuridis selain terbukti kebenarannya juga dipandang
beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana
diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,
yang menyatakan: “Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan
dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga”;

Menimbang, bahwa selain itu dilihat dari sudut pandang filosofi
perkawinan, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga dan rumah
tangga yang bahagia dan kekal lahir batin (sakinah, mawaddah, warahmah)
sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,
perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak mungkin lagi terwujud dalam situasi
kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan
di atas, oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan mereka yang
demikian itu diyakini hanya akan memperpanjang penderitaan kedua belah

pihak, terutama bagi Penggugat, dengan demikian demi rasa keadilan dar71
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terbaik dan lebih mashlahat (bermanfaat) bagi penggugat dan tergugat. Hal itu

sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Ibnu Majah : eV |10
Vo
Artinya : "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain";

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah
pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan : “Pengadilan
setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan
dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa
gugatan tersebut dikabulkan™;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam hal ini perlu
mempertimbangkan dalil-dalil berikut yang diambil alih dan dijadikan sebagai
pendapat Majelis, yakni:

1. Kitab Ghoyatul Marom Lisysyikhil Majdy Juz Il hal 507 yang berbunyi:
dallo Guolall ade §llo lgzg 5] a1zl @t pac awinl 3]s
Artinya : Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya
maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami;

2. Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

P ¥ 'nJ_g . Qn:_g)Jl aladl U)JA.IAJ O Il loUb..i p“wlelbl 299
21—t go 890 todl aos I pasai cauzg ,TMo Vg o lgrs gai
dadoll gl Huzg; piwlc,.Sa.,_oloL;g._,l_,‘.Lw VI oV ,zeu

.alaxll zg, oLlilang

Artinya : “Islam memilih lembaga thalag/cerai ketika rumah tangga sudah

dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan

suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti

menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang

berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan
keadilan”.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, dengan demikian
gugatan cerai Penggugat telah memenuhi 4 (empat) unsur, yaitu adanya ikatan
perkawinan, perselisihan dan pertengkaran antara suami istri, sifat perselisihan
dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan, antara
Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam
rumah tangga;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang oleh Majelis Hakim tidak
dipertimbangkan dalam putusan ini dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas maka Maielis Hakim herkesimnillan hahwa dalil-dalil niinatan Pennmm,gr
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terbukti secara meyakinkan dan beralasan hukum serta tidak melawan hak,
karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19
huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dengan memperhatikan Pasal
149 ayat (1) R.Bg., maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan
Penggugat secara verstek, yaitu menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat
terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh
Penggugat, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka
sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada
Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan Undang-Undang
dan peraturan hukum lainnya yang berlaku serta hukum syara yang
berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (Tergugat) terhadap Penggugat
(Penggugat);

4. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus
dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 01
November 2021 Masehi, bertepatan tanggal 25 Rabiulawal 1443 Hijriyah, oleh
Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda, terdiri dari : H. Burhanuddin,
S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. lbrohim, M.H. dan H. Muhammad
Rahmadi, S.H.,M.HI. masing-masing Hakim Anggota, dan Putusan tersebut
dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk
umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Hesty
Lestari, S. H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat didampingi
kuasa hukumnya tanpa hadirnya pihak Tergugat; 9
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Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota:

Drs. H. Ibrohim, M.H.
H. Burhanuddin, S.H.M.H

H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.HI.

Panitera pengganti,

Hesty Lestari, S. H.
Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran Rp30.000,00
- Pemberkasan/ATK Rp50.000,00
- Pemanggilan Rp200.000,00
- PNBP Rp20.000,00
- Redaksi Rp10.000,00
- Meterai Rp10.000.00

Jumlah Rp320.000,00

10
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